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BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR  
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 
NOMOR  3  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU 

TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDOARJO, 
 

Menimbang :  a. bahwa administrasi sebagai suatu sistem, bagi 
Penduduk diharapkan dapat memberikan 
pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk 
dalam pelayanan publik serta memberikan 
perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan 
Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang 
diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah daerah; 

  b.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 
79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan yang 
mengamanatkan bahwa pengurusan dan penerbitan 
dokumen kependudukan tidak dipungut biaya; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta 
Catatan Sipil; 

 
Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang              
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

  3.  Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3019); 

  4.  Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 
nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

  5.  Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3474);  
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  6.  Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

  7.  Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 
  8.  Undang–Undang  Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, 

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4688); 
  9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23                 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara                       
Nomor 5475); 

  10. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 

Nomor 112 Tambahan Lembaran Nomor 5038); 
  11. Undang–Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 

  12. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234); 

  13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994       

tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3559) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang 

Visa lzin Masuk dan lzin Keimigrasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3563); 

 



3 

 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4578); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 
2006 (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 

2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5373); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 
2009  tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5357); 

20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil; 

21. Peraturan Presiden  Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 

Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana 
telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan 

Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Tahun 2013 Nomor 257); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 
Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 

Seri C); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

dan 

BUPATI SIDOARJO 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 

12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN 
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA 
CATATAN SIPIL. 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 10 Seri C) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo. 
 

 
Ditetapkan di Sidoarjo 

pada  tanggal  16  Juni  2015 
 
BUPATI SIDOARJO, 

 
           ttd 

   
    SAIFUL ILAH 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA 

TIMUR : NOMOR 153-3/2015 
 

 
 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal    26  Oktober  2015    
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 

 
 

                ttd 
 
 

VINO RUDY MUNTIAWAN 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI D 
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